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Masalahb penzngkamrz pe;zdapczm?z aslz dderab (PAD) senantiasa dipertanyakar
uniik menguieur demjar iaemcmdzmm suats dczemb retribusi pasar kabupatern
Cdi barnyak daerab Tingkat 1T, sebagai sumber - penerimaan PAD ternyata memiliki
nilal yang berarti. Tulisan Bagus Santoso_ini merupakan evaluasi peran, remszm
pasar. terimdap PAD i, Kabupaten Sleman — Salab satu &aabupm‘eﬂ proyele
: perconroban olonomi-daerabh. Penerimadn dari vetribusi pasar iemyata
- o masih poteﬂsza! zmmie dztmgkatkam

e;ak dlberlakukannya Unddng Undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, peran
- daerah . tingkat II . sebagai  daerah yang memiliki otonomi
. nyata dan ‘bertanggung jawab. diharapkan akan semakin berart.
Meskipun  dalam . pelaksanaannya. ‘otonomi daerah masih jauh
dari kondisi ideal,.peran daerah yang berotonomi dan bertang-
_ gung-jawab diharapkan mampu untuk mendanai penyelenggara-
- an pemerntahannya. Karena itu daerah ditanmat untuk lebih akuf
.mengelola dana yang dikuasainya, baik yang berasal dari penda-
_paitan asli maupun berupa bantuan dari pemeriniah di atasnya.,
oo Kemandidan | daerah ini merupakan tuntutan yang tdak  da-
5 pat dielakkan.mengingat gejala globalisasi segala aspek kehichup-
an menuntut-tidak hanya suatu negara, namun juga daerah dan
bahkan tap individu harus dapat berpikir global. Tiap pemerin-
tah- daerah harus ‘dapat bersaing dengan pemerintah daerahilain
vang tersebar di seluruh belahan dunia, terutama dalam menarik
sumber-sumber dana pembangunan, berupa investasi.

- Pengofor FEUGH

: Bagus Santoso, lahir - . Kebijakan uniuk mengembangkan dan meningkatkan péran
mnggaz 7 Januayi 1965, .. dan kemampuan pemerintah daemh di bidang keuangan dan
- meraip gelar sarjana SI... . ekonomi daerah telah digariskan: sejak Pelita 1. Langkah terse-
d?m Falulias Ekonomi but . dilandasi pemikiran, bahwa dalam suatu sistem negara ke-
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lja;am kerangka

negara kesatuan
Indonesia,
kemandirian
keuangan
daerdab

. tampaknya
tidak diariikan

. babwa setiap
Hnghkat

' pemerintaban
. daerab otonom
harus dapat
membiayai

- selurub
dari Penerimaan

Asli Daevah (PAD)

satuan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan saw
kesatuan yang utuh, walaupun dengan tugas yang berbeda.
Prinsip pemberian otonomi kepada pemeriniah daerah pada
dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam pe-
nyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada masa kini, ik
berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada Pemerinmh
Daerah Tingkat H, dan bukan kepada Pemerintah’ Daerah Tingkat
1 atau Tingkat Desa. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi urama

pemerintah daerah’ sebagai penyedia pelayanan kepada masya-

rzkat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina
kestabilan sosial, politk, ekonomi dan kesatuan bangsa. Peme-
rintah Daerah Tingkat II dianggap sebagai tingkat pemerintahan
yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui ke-
butuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat di daerah-
nya. Karena ifu, pada tulisan ini pembahasan dibatasi pada
daerah tngkat I1.

Dalam kerangka negara kesatuan Indonesia, kemandidan
keuangan daerah tampaknya tidak diartilan bahwa setiap tingkat
pemerintahan daerah otonom harus dapat membiayal seliorub
keperluannya dari Penerimaan Ash Daerah (PAD).! PAD hanya
merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan
daerzh, di samping penerimaan lainnya yang berupa Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak, Sumbangan dan Bantuan dari tingkat pe-
merintzhan yvang lebih tinggi, serta Pinjaman Daerzh. Selain iy,
sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai
sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daemh. Ke-
selurahan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin da-
fam anggaran pendapatan dan belanja daerah {(APBD). Meskipun
PAD ftidak seluruhnya dapat membiayai APBD, proporsi PAD
terhadap total penerimaan tetap merupakan mdxkas: "demjat ke-
mandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. F

Retribusi pasar kabupaten di banyak daerah tmgkat I.di In-
donesia menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup berarti.
Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tmgkat ke-
mandiran suatu daerah tingkat II, dalam ari mampu me; danat
sendir segala urusan otonomi daerah. :

Perfu dikaji sejauh mana peran retribusi pasar pada sualu
perckonomian daerah dan bagaimana hasil retribusi daerah digu-
nakan. Dar pengkajian ini diharapkan dapat diketahui kese-
suaian praktek pemungutan retribusi pasar dengan prinsip ke-
uvangan daerah. Tulisan ini bermujuan untuk mengevaluasi peran
retribusi ‘pasar terhadap PAD di Kabupaien Sleman. Pemilihan
kabupaten ini sebagai studi kasus didasarkan atas pertimbangan
bahwa Sleman mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatf

ungai selarna Hma tahun terakhir, serta merupakan salah satu
daerah proyek percontchan otonomi daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Dzerah, Laba Per-
usahaan Daerah, serta lain-lain usaha daerah. :

20 PRISMA 4, Aps) 1995




| "j '-Retribusx sei)agai Sumber Pendapatan Daerah

2 Konfm Pemungufan Retﬁbusz

: nyamuk démam berdarah maka pajak mempakan alternatif
. pembmyaan terbaik. Namun demikian, terdapat masalah menda-
~sarsuntuk menarik garis ‘batas yang tegas-antara barang pribadi
'_dan arang . publik, sebab sangat mungkin suatu penyediaan jasa
mengandung kedua unsur manfaat tersebut. Sebagai contoh, jasa
pend1dxkan -selain-memberikan manfaat pribadi kepada. mereka
yang - ‘bersekolah, juga akan  memberikan manfaat sosial kepada
pub_l;k__Untuk_p_embiayaan jasa seperti ini. dapat cliambil jalan
tengah, .campuran antara pajak dan retribusi. Jika unsur ‘manfaat-
nyay lebih : besar.-pada public. goodsnya, .maka . proporsi pem-
biayaan -dari pajak- lebih tinggi: dibandingkan .dengan retribusi.
Sebaliknya, jika:unsur private goods:nya, maka unsur pe_mbiayaan
dari sretribusi lebih dominan dibandingkan-dengan pajak.:

. Kedua, rewibusi . merupakan media untuk allocative economic
qﬁ" iciency. Retribusi ‘merupakan -sinyal “harga dari ‘barang/jasa
yang disediakan pemerintah. Tanpa harga, permintzan dan pena-
waran,tidak akan mencapai harga keseimbangan --dan akibatnya
alokasi :sumberdaya tidak .akan mencapai -efisiensi- ekonomi.
Dengan. harga. (retribusi), para pelaku ekonomi memiliki kebe-
basan memilih jumiah -konsumsi suatu barang/jasa: Mekanisme
harga: memainkan. peran dalam . -pengalokasian. sumber daya,
melalui:. pembatasan perminiaan. dan pemberian insentif untuk
menghzndan ‘pemborosan konsumsi . (over- consumed).  Namun
demikian, -terdapat counfer-argument yang menyatakan bahwa
jika=penetapan harga tidak tepat (arbitrarny), justeru. menye-
babkan:mis-alokasi sumberdaya. Selain itu, karena distribusi pen-
dapataniiidak merata maka secara etika.yang kaya mestinya
membayar:lebih mahal dibandingkan dengan- yang miskin. Na-

“mun, pemberian alokasi kepada yang miskin bertentangan de-
ngan; prinsip-prinsip alokasi sumberdaya yang efisien.

- Ketiga, prnsip. kemanfaatan: mereka yang tidak mendapat-
kan:manfaat dari penyediaan barang/jasa tidak harus membayar.

TOPIK ~

. Retribusi
- merupgkan
. sinyalbarga |
. dari barangfiasa
- yang dzsedzakan
_ pemerintah.
. Tanpa barga,
permintaan dam
penawamn
. tidak akan
. mencapai barga
. keseimbangan
- dan akibatnya
. alokasi -
sumberdaya

. tidak akan

. mencapai

- efisiensi ekonomi

Sebaliknua _mereka vang.tidak . membavar dapat dikecnalilan
dard mengkonsumsi.

2,. -Bagian ini mencoba membahas retribusi dari aspek woritis. Pembahasan -
dak terlalu rinci, Persbaca yang berminat mengetahui lebih jauh dipersilaikan
rembaca, ‘misalnya: Kenneth Davey, Financing Regional Government, 1988 dan
Nick Devas, Financing Local Government in Indonesia, 19389,
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Suatu penyediaan
barang/jasa
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dari pajak atau
retribiisi
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Semakm dekar
}eemcmfaamn
.. Suatu barang
dengan privaie
goods, maka
pembiayaannya
| bemsal aari
retrzbusz
Sebalzknya,
semakin dekat
kemanfaatan
suaty barang
. dengan public
goods, maka
pembiavaannya

berasal dari pajak

Sedangkan yang tidak setuju dengan pemungutan rersibusi
berpijak pada argumen berikut ini. ;

Pertame, retribusi memerlukan sistem administasi yang da-
pat mengecualikan pihak yang tidak membayar untuk tidak: jkut
menikmalti, miszlnya pemasangan meteran air atau pemasangan
portal, yang pada akhimya akan meningkatkan biaya penyedia:
an barang/jasa tersebut. Namun demikian, pendapat inj ‘dapat
disanggah, bahwa pengecualian tetap dapat dilaksanakan nmk
beberapa macam penyediaan barang/jasa, di mana assessent
dan enforcement lebih mudah dilaksanakan daripada pemajakan.

Keda, mereka yang miskin tidak ‘mampu membayar retriz
busi untuk bamangfjasa kebutubar dasar, sehingga harus‘dike:
cualikan dari pasar, misalnya retribusi untk air bersihviatau
transportasi umum.  Namun demikian, argumen ini dihadapkan
pada pendapat yang menyangsikan kemampuan pemeriniah: (se:
bagai penyedia jasa} dalam membedakan secara tegas barang/
jasa kebutuhan dasar atau bukan kebuwhan dasar. “Suaws
barang/jasa yang merupakan barang kebutuhan pokok bagi: se-
seorang, sangat mungkin bukan kebutuhan pokok bagi pihak
lain. Selain it, pemberian subsidi berupa barang/jasa cuma-cuma
tidaklah lebih baik dibandingkan dengan pemberian uvang cima:
cuma. Tambahan pula, pemberan cuma-cuma dapat berakibat
pemborosan dan justeru tidak memihak kepada yang miskin.
Dengan pemberian gratis justeru menyebabkan berkurangnya
sumberdaya untuk diberikan kepada yang miskin; dan tidak .da-
pat dijamin bahwa pemberian gratis akan dimanfaatkan golongan
miskin karena golongan kaya seringkali memiliki akses yang ‘le-
bih baik untuk mengkonsumsi pemberian gratis tersebut.

Ketiga, harga (baca retribusi) bukanlah satu-satunya alternatf
penyelesaian persoalan alokasi sumberdaya. Cara alokasi lainnya
adalah: ration cards, vouchers, atau quewing. Namun demikian,
cara alternatif ini belum dapat menggantikan sepenuhnya kean-
dalan sistemn harga, yaitu misalnya menghindari pemborosan: Di
samping itu, cara-cara ini lebih mudah untok disalahgunakan i

“Kestrmpulan sangat-umum yang dapat ditarik adalah bahwa
suatu penyediaan barang/jasa yang dibiayai dan pajak atau ‘retsi-
busi tergantung pada "derajat kemanfaatan” barang dan jagasilu
sendiri. Semakin dekat kemanfaatan suatu barang dengan. privare
goods, -maka pembiayaannya berasal dari retribusi. Sebalikaya, se-
makin dekat kemanfaatan suatu barang dengan public goods,
maka pembiayaannya bemasal dard pajak. Képutusan untuk tidak
memungui retribusi atas penyediaan barang/jasa pada esensinya
berarti keputusdn untuk menarik pajak. Jika dipungut melalui pa-
jak, perlu dievaluasi pihak yang sebenarnya mendapatkan manfaat

Dt 1 ) ‘£ : 1 1 EWR NI W
Ty I A T AT g7 S B riS, g OTO T g T Ry & il s s T

Lvaluasi

Evaluasi terhadap retribusi sebagai sumber pendapaian pe-
merintah dapat dilihat dari  segi: (1) kecukupan dan elastisitas,
(2} Leadllan dan (3) administrasi. Dilihat dari segi kecukupan
dan elastisitasnya, maka retribusi pada dasarmya memiliki sifat
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.yang.kurang respon51f terhadap perubahan keglatan perekonom1-

I an secara makro. Hal ini disebabkan karena hampir semua pené-

tapan’ retnbu51 hanya didasarkan pada tarif per unit pelayanan
"yang besamya relatf tetap TJadi pexubahan tarif retribusi tidak
' __dapa dﬁakukan secara otomans sesua1 ciengan tinggi rendahnya

erubahan penetapan tarif bxasanya dilakukan oleh pﬁlak

rwenang untuk mengamb;l kepumsan (dalam bentuk

i s_egi keadilan, penr._ata_,p__an retribusi biasanya cer_lc%erung
Pregresif', karena retribusi dikenakan pada unit pelayan-

4an yang: dikonsumsi’ masyarakat. Sebagai contoh, air bersih yang
d1gunakan oleh orang kaya untuk menyiram rumput dan men-

cuci mobil seharusnya dikenakan retribusi yang lebih tinggi di-

bandmgkan ciengan penduduk miskin Iamnya yang benar-benar

'membumhkan air bersih untuk konsumsi pokok mereka.
Dlt:n]au ‘dari segi administrasi, secara teotitis retribusi relatif

sederham dan mudah untuk dipungut dengan biaya relatif ren-

dah’ Kemudahan di dalam pungutan retribusi’ disebabkan oleh

ungkat konsumSJ. yang mudah diukur, sehingga pemaka1 hanya -

membayar apa yang telah mereka konsumsi.

Hal"ini 'dxsebabkan karena penerimaan retribusi sangal tergan-
u.mg pada’ ]umlah jasa yang dikonsumsi masyarakatl. Melakukan
pengecekan besarnya taksiran penerimaan dari pajak akan lebih
mudah; karena obyek pa;ak dan wajzb pajak dapat diidentifikasi
secara lebih baik.

“Secara umum dapat disimpulkan ‘bahwa retibusi memiliki
keunggulan ‘dalam kemudahan pemungutan dan penetapannya.
Namim, kesalahan  penetapan - tadf - retribusi. dapat membawa

pengamh negat:f terhadap aspek pemerataan keadilan. Kenyata-

anfiya, penyesuaian’ trif retribusi untuk pelayanan jasa tertentu
tidak-mudah dilakukan, meskipun inflast sudah cukup tinggi,
karena ‘keputusannya harus melalui persetjuan Perda, Selain i
bila ‘tasif atas jasa tersebut dinaikkan, maka akan membawa dam-
pak ‘yang ‘mungkin-buruk terhadap kestabilan poimk dan eko—
norm ndsmnai

Gam’i}aran Umum Keuangan Daerah
Pemeﬁnmh Daemh Tingkat 11

Stmkmr Penerzmczan dan Pengeluaran

. Retribusi memzhkz
- keunggulan
dalam

- kemudaban ,
Namun demikian, dari segi administrasi, salah satu kelemah- pemungutan dan
an rembus;, adalah sulitnya menentukan target yang diperoleh. : - . penetapaninya...

- Namun,

. kesalaban
 penetapan

. tarif retribusi -
" dapat membawa
. pengarub negatif
. terbadap aspek. .
pemeratacn

- keadilan

pheclist-realisasi-penesimaan-~APBE-selurch-Pemede
ngkat EI cii Indonessa ‘(kecuali DKI Jakarta) meningkar “dari
tahun ke @ahun. ‘Berclasarkan harga konstan tahun 1987, selama
periode 1968/1989 sampal 1991/1992 penerimaan APBD mening-
kat rala-rata sebesar 19,39 persen per hun, Hal ini tenrtama
disebablan oleh karena melonjaknya penerimaan dari Bagi Hasil
Pajak, sebesar 26,37 persen per tahun. Peningkatan penerimaan
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Pemda Tingkat II juga disebabkan oleh melonjaknya realisasi

penerimaan dar pos Sumbangan dan Bantuan sebesar . 146

persen per tahun, -

Dilibat dari sumbangannya, proporsi PAD seluruh Pemda

tingkat II di Indonesia terhadap penerimaan-total APBD telah me-

nunjukkan pemuunan (lihat Tabel 1, kolom 3 dan 4). PAD . Pem-

da Tingkat I yang dalam tahun 1988/89 menyumbang sebesar

16,04 persen, menurun menjadi 13,52 persen tahun 1991/ 1992,

Ada beberapa fak:

TABEL 1. Perbardingan Distribusi Realisast Penerimaan Pemarintat: Dasrah Tingkat I tor yang menyebabkan
Tahun 1968/1959 - 1991/1992 (dalam persen) kecilnya kongribusi
PAD terhadap towal pe-
nerimaan Pemda Ting-
Seluruh Indenesia Seluruh DIY Kab. Sleman kat I3 Pertama Dba-
nyak sumber pengia;-_
patan yang besar, yang
) @ @ W o®m . @ digali dadi suatu Dayi II,
tetapi berada di - luar
wewenang Pemda . I]

Daerah Tingkat 1§

Mo, Jenis Penerimaan 1988/89 1981/92 19B8/85 188142  1988/83  1391/92

1. . Sisa labih parhitungan anggaran 282 2.9¢ 2.81 2.40 1.36 0.80

2. Pendapstan Asii Daersh . 1604 1352 2383 2068 2721 2025 untuk  memungutnya,
21, Pajzk Dasrah 443 386 811 785 1107 878 Kedwa, BUMD . pada
2.2, Retribusi Daerah 871 753 1200 923 940 7.0 umumnya belum ber-
2.3. Lsba Badan Uszha Milik Dasrh 0.45 0.4 0.60 0.62 0.70 0.83

operasi secara efisien

2.4. "Penerimasn dari dinas-dinas 083 055 1.64 1.80 4,09 2.35 ,
25. Penedimaan lan-lain : 155 138 140 112 194 1.1 sehingga belum , men:
jadi sumber penerima-
3. Bagi hasil pajakibukan ;Jagak 04 1234 854 6.82  10.94 .81 an Pemda yang andal.
3.1, Bagl hasil pajak _ : B.Bi 1{).“75; ;gﬁ ggg 1822 {;22 Ketidakefisie nan
3.2, Bagi hasil bukan pajak 1.77 1. 87 . . . BUMD tercermin pada
4. Sumbangan dan bantuan 6940 70.33 6242  £088 6043 7214 kecilnya laba  bersih
41, Sumbangan N 3965 2945 9695 2872 3546 2307 yang dihasilkan, -Keti-
42. Bantuan L o 2975 4197 2547 4295 2503 4907 ga, kurangnya kesadar-
5. Pencrimaan Pembangunan 133 0% 240 043 000 oo oD Masyarakat mem-
5.1, Pinjaman Pemesiniah Daerah 105 080 185 043 080 009 bayar pajak, retribusi,
5.2. Pinjaman Untuk BUMD 028 002 055 000 000 000 serta pungutan . lain.
: Regmpat,  rendahnya

JUMLAH 10000 100.00 10000  %98.00 18500 100.00 y

tingkat hidup dan. eko-
Sumbar : BPS, Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Daereh Tingkat i| 196811982 - 1991/1992, (diofah).  T1OM masyarakat,
yang tercermin pada
rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Kelima, kurang-
nya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-

sumber pendapatan yang ada,

Penerimaan Pemda Tingkat II yang berasal dari pos Bantuan
dan Sumbangan selama periode 1988/89 - 1991/92 menunjuk-
kan perkembangan yang relatif cepat, yaitu rata-rata meningkat
19,91 persen. per.tahun. Perkembangan vang.selatif copattersabut

mengakibatkan meningkatnya peran pos Sumbangan dan Banw-
an terthadap penerimaan-total APBD, yaitu dar 69,40 persen
pada tahun 1988/1989, meningkat menjadi 70,33 persen pada

3. Biro Pusat Swistik, Statistik Keuangan Pemerimtab Daerab Tingkat I,
1988/1989 - 1991/1992, Biro Pusal Staristik, Jakarta, 1993,

24 DPRISMA4, apri 1995




TOPIK e =

"-tahun 991/1992 Sumbangan Daerah Tingkat 1 yang berasal’

merinitah ‘Pusat ‘dan Pemerintah Daerah Tingkat ' I, ter-
erbentuk pengeluaran Subsidi Daerah' Otonom (SDO)
kan ‘unmk belanja pegawai. Sedangkan bantuan pe-
sat:digunakan unwk pengembangan prasarana pro-

L duksx dan prasamna perhubungan Dana banman ini mezupai{qn'

di ‘laju pertum-
_ realisasi ‘pene-
"nmaa “total . Pemda
ngka{ 1t bukan dise-
babkan oleh laju ‘per-
tumbiihan Pendapatan
AN Daerah (PAD).
Fakta ini’ menunjuk-
kan ‘bahwaotonomi
“daerali denganeara

eral ngkatl darn bantuan lain- iam

TABEL 2. Perbandingan Distribusi Realisasi Pangaluaran Pemeriniah Dasrah Tingkat Il
Tahun 1088/1983- 1391/1982 (dalam parsen)

Daarzh Tingkat il

Seluruh Indonesia Seluruh DIY - %, Sleman -

No,Jenis Penceluarzn - 1988%9  1993/82 19889 199192  1988/99  1991/92 .

Belanja Rutin 5856 4545 5626 44.44 5655 41,08

Belanja Pegawai 39,01 29.81 32,59 26,06 30..1.5 2275

ety R .1 :z Belanjz B 6,68 5,55 10,27 7,78 1244 o
R Rl S L L eI . Belanja Barang i R . . : d =565 =
Daerdh” dgtukeame- " g oo v 213 182 3,03 2,44 223 ... .227
ningkatkan PAD; agar 4. gelanja Parislanan Dinss 0,9¢ 0,81 0.55 050 . 025 049
dalam: membmym ang- 5 Belanja laln-lain S 485 479 6,18 690 - . BD4, .. 950 -
garan_" "umahtangga— 8. Angsuran Pinjaman ] 0,56 0,46 016 0.20 082 7

Hidaktenald ter Hutang dan Bunga O TR
ﬂYa AT 7. Ganjaran/Subsidi/ 06 067 2.24 0.78 050 0.01 -,
gantungr pada sum- Surabangan
bangan*danbanman 8. Pensivnan/Bantuan & 2.3 0.06 0,00 0,00 0.00 -0.00
PericHni N N 9 :f?nderasmd Yang Tid k. 1#4 14:3 1.;5 0,58 e 1&6

i T 6 T fa .- ‘Pangeluaran Yang Tida k g , ) I

Daerah ngkﬂt L .be + “Temnasuk Bagiza Lain i T
lum*terlihat “prospek- 10, pangeiuaran Tizk g2 oo 0,09 0.10 042 0.45 -
nyal’  EERELEL Tarsangka
“inPadaiabel 1 terli- ' - e

g . Pangeluaran Pembangunan 4144 54,55 43,74 55,56 4345 58.84 =

Hat; bahwa pola struk-
tur:penermaan APBD  yymian () 10000 10000 10003 10000  100.00 .330.00
baik funtuk " Daerah . —
Tingkat" TF+di " Daerah Sumber: BPS, Statistik Keuangan Dagrsh Pemerintzh Daerah Tingkat IT 1988/1989-1951/1992, (diokh)..

Istimewa Yogyakmm
(DIY)? ‘maupun “Daerah ngkat II Kabupaten ‘Steman menunjuk-
kan pola yang'sama dengan pola umum vang terjadi pada selu-
mah ‘Daerah *Tingkat ‘11 -di Indeonesia. “Jika secara keseluruhan
Daerah Tingkat 11 di Indonesia menunjukkan bahwa Sumbangan
dan - Bamuan merupakan pcnyumbang terbesar penernnaﬂ.n
PKI‘BD, J.Ik_-&i‘-d ilal YR adiila L;Cj.itj..?‘s.hi }Liéci })(i\.hi [LE'DJJ 'Udlh
Daerah Tingkat H di-DIY, maupun di kabupaten Sleman.
Demikian pula, perubahan struktural APBD secara umum
seragant. Jika suain pos APBD selunah Pemda tingkar 11 .di Inde-
nesia’‘fhengalami pervbahan pangsa, maka arah perubahan juga
akan berlaku untuk APBD baik Pemda tingkat I se-DIY-maupun
kabupaten Sleman. - Ini-berarti, struktur penermaan APBD Kabu-
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paten Sleman bukan merupakan kasus khusus, karena menun-.
jukkan pola yang seragam dengan daerah lain di Indopesia.
Sebagai conich, peran PAD Kabupaten Sleman terhadap keseii;;-
ruhan penerimaan APBD juga menunjukkan penurunan sebagai-

mana halnya dengan keadaan umuimn di selurch Indonesia dan dx'

Propinsi DI Yogyakarta.

TABEL 8. Perbandingan Distribusi Realisesi Pengeiuaran Pembangunan Pernerintah Dagrah Tingkat 11
Tahun 1988/1988 - 1821/1932 (Persen)

Daerah Tingkat Il pek pengeiug_mn.=
Sefuruh ndonesia Seluruh DIY Kab. Sleman anggaran, sepert
tercantum  pada ia-:
fto. Jenis Pengeltiaran 1988/83  1991/32  1988/89  1891/92  198B/83  1891/32 bel 2. Sumbangan.
engeluamn - rutin
1. Pertanian dan Peagairan 168 282 340 30 686 601 P § iR
2. Indusiri Ralyat 0.06 212 0,08 0,03 &1 0.07 cenderung  turun,
3. Pertembangan dan Energi G.40 0.40 0,10 0,02 0.00 4.01 sebagal pengim—
4, Perhubungan dan Pasiwisata 48.25 45.04 43,44 43,64 30.56 4356 bang kenaikan
5. Perdagangan dan Koperasi 6.74 .68 257 2,79 6,54 5.34 anssd engeluar-
6. Tenaga Kerja dan Pemukiman G.07 0.10 0,05 0,08 .00 £.04 pang peng ar
Kembali an pembangunan.
7. Pembangunan Dasrah 13.48 10.32 6.93 6.46 1.33 6.39 Pangsa pengeluaran
8. Agama b.84 068 099 043 212 0.85 rutin  yang semula
9. Pendidikan Generasi Muda, 11.69 1789 14,06 19,23 16.47 18.80 lebih kecil daripada
‘Kebudayaan Nasional, Keper- luar
‘tayaan Terhadap Tuhan YME pangsa pengeluar-
10. Kesshatan dan Kesejahleraan 5.03 6.42 6,58 8,38 1.88 8.87 an pembangunan,
11, Perymahan Rskyat 1.65 050 0,13 011 0.00 2.00 sejak wmhun 1990/91
12. Hukum . 6.3 0.13 0,13 0.16 5.07 6.06 keadaannya - justru
13. Keamanan dan Ketertiban 6.34 0.51 0,93 1,03 1.00 £.10 . .
Ui terbalik, yaini. sum-
14, Psnarangan/Pars & bangan pengeluar-
Komunikas 0.26 0.18 0,09 0,10 018 0.22 an  pembangunan
15, Hmy ?engetahufan. teknologi 0.85 0.83 2,05 1,24 1.60 0.64 lebih dominan. Pe-
16, Aparater Pamerintah B52 3.37 1,62 7.50 1585 875
17. Pengembangan Dunia Usaha 146 111 410 268 2.88 .61 nyusutan pangsa
18, Sumber Alam dan pengeluaran  rutin
tingkungan Hidup 1.05 161 0,86 1,83 0.05 .04 tersebut disebabkan
19.. .SubSiél _ 2.27 0.8 1,39 0,84 3.42 142 oleh  menurunnya
29. ‘Pembayaran Kembali I
Pinjaman 1.24 .66 0,28 0,00 0.00 0.00 pangsa  pengeiar-
= an belanja pegawai.
JUMLAH 0000 10000 100,00 100,00 10000  100.00

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerzh Pemerintah Daerah Yingkat 11 1388/1289 - 159171882, (dictah).

Pola Seragam__
pada aspek .pene-
dmaan femyam. ju-,
ga terlihat pada as..

Sedangkan mening-
katnya peran . pe-
ngeluaran  pemba-

ngunan  feruiama
disebabkan oleh meningkainya pengeluaran pembangunan un-
tuk sektor perhubungan dan pariwisata yang menjadi prioritas
utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pe-

et tasirast - penbang oy, aenenya k- pangan ke,
dan meningkatkan penerimaan devisa (lihar abel 3).

Elastisitas Penerimann

Elastisitas mengukur kepekazn perubahan suatu vardabel ka-
rena perubahan varabel lainnya. Dalam keuvangan daersh, elas-
tisitas PAD dan retribusi mengukur persentase perubahan PAD
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dan :'_embusz karena persentase pembahan dagar - penerimaan,

 PDRB: (Produk :Domestik: Regional Bruto) 'dan penduduk.

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa besamya elastistas PAD: dani re-
; Lmbus;__ leb1h besar dan ‘san aﬁau chsebui elas{;s EEasusﬁas ‘PAD

---penenmaan PAD (atau retnbum) 1eb1h i

-~ besar dari 1 persen

'dapat menjadi sumber penerxmaan yang
potensial untak: dtmtes;fkan di “masa

: -mendatang

. Dau L e Sleman

s TABEL £ Eiashstas PAD dan Retribusi

TOQPIK

Dzarah

Efastisitas PAD terhadap
. . persentase panabahan

Elastisitas Retribusi terhaéap
.. parsentase parubahan ]

Tingkat If

nduduk

PDRE... ; P PDRB - ?erzdudu_k_ .
" Selurah Indanesia 192 156 KA 167 .
.. Setaruh DIY 234 .. 4M 1,49 P S
Kak. Sleman 203 .. .. 258 1.93 243

" Sumbsr :

Pangsa penerimaan retribusi daerzh ch Kabupaten Sieman se-
besarf},é_ persen pada wahun anggaran 1988/1989 dan turun men-
jadi'7,1 persen pada tahun'1991/1992, dengan pertumbuhannya
selama’ periode  tersebut sebesar 8,67 persen per tahun. Pada ta-

+bel5 dapat dilihat, bahwa se-
-bagianbesar penerimaan’ retri-
busi berasal dari retribusi rumah
sakit' dan'. pasar. ‘Pada * tahun
1988/198% persentase penerima-
an‘dari retribusi rumah sakit se-
besar 28,92 ‘persen, dan tahun
199171992 “warun -menjadi 26,72
perseni: Pada “sisi lain, pangsa
‘penerimaan retribusi pasar me-
‘ningkat «dari- tahun ke iahun,
yaite dari 26,21 persen’ ‘tahun
1988/1989 menjadi 36,02 persen
whun 1991/1992.

' Penerimaan ‘retribusi - pasar
‘berasal-dari pungutan -di pasar
‘Pemda dan pasar Desa atas izin
pémakatan los atau bango, sewa
kios ‘dan sewa semi ‘kios. Selain
iny; pengusahaan tempat penitip-

an sepeda di- pasar ;uga dikena- -

_Catatan Perhltuagan peliputi penode T%BIE%G sampa dangaﬂ 19’91!1992
Biro Pusat Stalistik, barbagaz terbitan, diofah

TABEL § Penerimaan Retribusi Daersh Kabupaten Dati i1 Sleman, 1988/1989 - 19911952

Mo. Jenis Penerimaan '1988/1389°  1989/1930  19S0/1S31 199171992
1. Uang Leges 7.76 561 412 2427
2. "Uang Dispensasi Jalan/ 000 - .80 0.64 071
Jambatan B
3. Yang Pemariksaan/ 136 1.59 1.54 402
Pambantaian s T
4, lang Sempadar/R0 .92 1376 1446 : 15’51
5. Pembarian iin perusahaan 559 " 6.85 568 4 04~-"1
perindustdian kecil I o
8. Humah Sakit 2892 3283 3835 8 ?2":-
7. Tempat Rekreasi 0.00 0.60 0.09 576
8 Reklame 1.20 113 166 14455
9 Pasar 6.2 3023 28.72 w02
10. Baa Lain-ain 0.92 0.3 964 018"
11 Pemeriksazn Hewan 0.40 0.43 0.42 030
12, Hasil'Kariu Ternak 0.74 0.74 069 0.48 -
13. Retdbusi Angkutan 344 3.4% 302 2.54"
14. Bea Parkir 253 320 348 218
JUMLAH (%} 180.60 100.00 14049 100.00
{Rp) . 603763828 588349254 585609645 774825370

2
s ¥ ¥ S WYl L&liﬁil\

luasnya ~dan -penitipan barang
dagangan vyang ditinggal di

i,J\_l‘._Ld dli\{lll

Ealaten DAl jumiah fuplah FrpEen dengan indeks Harga Konsumen {1987=100}

Sumbear

pasar, disebut Jerepan, dikenakan wmiif retribusi bulanan.

i Pasar- kabupaten di Sleman dapat dibedakan berdasarkan
tingkat keramaiannya, yaitu jenis Pasar Harian dan Pasar- Pasar-
an. Pasar harfan adalah pasar yang tingkat kemmaiannyz selalu

: Dinas Pendepaten Daerah Kabupaten Dati It Sleman, dictah.
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TABEL 6 Nama-nama Pasar Pemda Kebupaten Cati 12 Sleman

tinggi setiap hari, baik diukur dalam jumlah pedagang maupin
pembeli: ‘Sedangkan pasar pasaran adalah jenis pasar yang ak-
tivitas. perdagangannya dipengaruhi oleh hari-pasaran Jawa yaimu:
Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi. Pada hari pasaran, tingkat
aktivitas perdagangannya meningkat, sedangkan pada hag-han
bukan pasaran aktivitas perdagangannya mengecil. Bahkan be-
berapa pasar yang lokasinya jauh dari pusat kota kecamatan; sa-
ngat sepi pada hari bukan-pasaran.

: Ditinjau  dari kiasifikas~
inya, pasar dapat dibedakan

menjadi Pasar  Kelas :..8am,
fo. MNama PasarPemda Letak Pasar Kelas  Wakiu Kelas Dua, dan Kelas Tiga.
‘ Desa/Kacamatan Pasaran Pembedaan pasar berdasarkan

G0 N ok oy

Pasar Steman
Pasar Cesongan
Pasar Cenggung

“Pasar Msdar’

Pasar Godean

Pasar Bamging
Pasar Npijea

Pasar Tempei

Pasar Hawan Tempsl

. Pasar Tur

. Pasar Ngabiak

. Pasar Srowalan

. Pasar Gentan
..Pasar.Stem.

.. Pasar Pakem

. -Pasar Jangkang

. Pasar Kejambon

. :Pasar Cangkdngan
. ~Pasar Ngino )
. Pasar Balangan

.- Pasar Gendol

. Pasar Kebonagung
. ‘Pasar Kalasan

;- Pasar Sambilegi

. Pasar Wensosad

. Pasar Salakan
.--Pasar Prambanan
.. Pasar Hewan Prambanan
. ‘Pasar Tegalsarn

.- Pasar Potrojayan

. Pasar Kenaran
..Pasar Condeng Gatur

Trihago, Sleman
Sumberadi, Miat
Tridadi, Sleman

" Caturharjo, Steman

Sidoagung, Godean
Ambarketawang, Gamping
Sumberagung, Moyudan
Lembungrejo, Tempe!
Lumbung rgjo, Tempel
Gonakerte, Tun
Bangunkerto, Turi
Purwobinangun, Pakem
Strduarjo, Ngaglik
Suksharjo, Ngaglik
Pakembinangun, Pakern
Weadomartani, Ngemplak
Sindumartani, Ngemplak
Argomulyo, Cangkringan
Margoagung, Seyegan
Sendangrejo, Mingair
Tambaksejo, Tempal
Sendangagung, Minggir
Tamarmartzni, ¥atasan
Maguwoharjo, Depsk
Wedomartani, Ngernplak
Selomartani, Kalasan
Bokoharjo, Prambaran
Bokoharje, Prambanan
Pakembinangun, Pakem
headuraie, Prambanan
Sumberharjo, Prambanan
Condong Catur, Depok

klasifikasi ini didasarkan pada

Ij E!E::::]gn komponen-komponen - : .yang
0 Haran ada di dalam pasar yang ber-
m Harian sangkutan, yaitu: (a} Bangun-
E Pon, Kiiwon an yang berkaitan dengan ke-
|%l t:;'?g lancaran sistem arus barang
I Wage, Legi dagangan, baik yang berada
il Wage di dalam maupun di luar.ba-
H] Kliwon, Paing ngunan pasar; (b) Bangunan
::i g;’a‘;'g { yang berkaitan dengan kelan-
0 Wage caran  sistem  arus  corang
4 Klkran (pedagang dan pembeli); baik
I Legi, Pen yang berada di dalam IMaupun
:: mfgn di luar pasar; (¢) Jenis komo-
M Pon ditas yang diperjual-belikan
I Wage, Legi serta tingkat jangkauan pela-
o Wage yanan pasar terhadap permin-
”I: g""' ﬁ!“‘“’" man. Di Kabupaten Sleman
" Vfa';‘e o terdapat 10 pasar induk; 32
I Hatian pasar Pemda (30 pasar-umum
i Paing dan 2 pasar hewan), serm_-;zo
'“I E:; oo pasar desa. S
TR Retribusi pasar ditarik: dan
I Pairig pedagang setiap hari berda-
Il Legi, Por sarkan kelas pasar dan has
”il ﬁ:‘;‘:: Pon dasaran (lempat pedagang

Suraber . Dinas Pendapalan Daerah Kabupaten Steman

berjualan). Besarnya kutipan
retribusi  diatur  dalam.: Per-
aturan Daerah No. 10#Tahun
1993, yang sebenarnya meru-

pakan pembaruan dari Peraturan Daerah sebelumnnya (Peraturan

Draeralr N6 TahaiT 19800 Pegaiasan eHuddp - pard Wajh 7e
tribusi pasar difakukan dengan mengadakan pembaruan izin
penggunaan kios dan semi kios/ los/bango setiap 1 (sawy) tahun
sekali.

Besamya pungulan retribusi pasar bervariasi berdasarkan
jenis pasar, kelas pasar, dan jenis los pasar. Perincian wrif retri-
busi pasar adalah sebagai berikut:

18
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Szmktur @rganisasa
Pengelolaan Pasar

(dalan: Rupiah) .

TA&EL 7 Tarli Ratnbus& Pasar Menurul Jenlsnya Kabum%en Dah II Sieman

Keterangan (i .:Jénis::

. patan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam - RAKORDA, . UPTD . Pasar
juga .- dapat . mengajukan usulan
pembangunan pasar secara fisik.

L -Pengeiolaan Pasar Pemda di g Satuan HTa_.rif-m-;g_-
. Kabupdten Sleman dijalankan oleh e stribusi
. Unit -Pelaksapa Teknis Dinas Pasar 1. pasar Umum . :

(UPTD ‘Pasar), yang - merupakan 1. Pasar Kelas | Di dalam Los © mefari 100 -
- suatu unit dalam Dinas Pendapatan. DJT'””:“[S o e i

Daerah (Dlpenda) UPTD Pasar ter- - 8';5". ';:nfa: ;e gl 22‘?]:: ; é’g 5

dm dam (1) Urusan: Tata ‘Usaha Kios Pemerintzh e 1007
: ' Kies Swadaya m?/ari S R

-Penambahan lyas dasaran m2Mmari 200 -
P s .- kios pamerintah/fswadaya :

Pungu n yang mempunyaz tugas g
. memungut menerima dan menye- 2. Pasar Kelas 1§ D dalam Los mefmari 75
_torkan bermacam-macam retribusi D luar Les : : \

pasar.ke Bank Pembangunan Da- . . : gfgp f:::gfefseﬂ' : xfﬂ:? 133

T [ $ [ ]
emh (BPD) (&) Sul_?_ Sek51 Keaman— ' Kios Pemerintzh 8 o gt
. eterm___an yang bermgas -Kios Swadaya e, &0

menyeienggamkan keamanan dan .. -Penambahan luas dasarzn m2fmari 150

ketgmban Pm.‘:’ (4) Sub Seksi _K_e'_' f s N :._: Kios pemerlntahlswgdgyg A :

bersman ;- ¥ang- mempunyai [-‘:lgas i 3, Pasar Nelag 18- %70 dalam Los rr:?!hari 50 :
menyelenggarakan kebersihan RN Juar Les ER

pasar. ' N " - Tizp meter persagi rﬂilhari 5

: Penge}uaran daiam mengeloia'-- ..~ Bagi penjia e harlg %0
Kabu ate rordirl dag Lo . Kies Pemetintah - m*/fhari 5{}

pasar—pasar {3' n T - Kios Swadaya méfmari 25

dua bentuk, yaitu pengeluaran ru- - Penambahan luas dasaran méhat 68

tin -dan’ ‘pengeluaran nonrutin. Pe- " kios pamerinteh/swadaya o R .

ngeluaran rutin adalah segala ben- : TR'AIAIA e )

i A WA . : ) 4. Penjual Unggas ekor 50

tuk: pengeluaran yang berkaitan S

dengan kebersihan, keamanan, pe- 1. Pasar Hewan

meliharaan dan gaji pegawai pasar. a, Untuk Hewan Besar gkor 1.060 |

Pengeluaran rutin ini menjadi we- b. Untuk Hewan Keeil - ekar 2007

wenang dan tanggungjawab Sub |, . &

Bagian Taia Usaha. Sedangkan a. Penitipan barang dalam pasar bulan 500

pengeluaran nonruiin adalah pe- b. Hebarsiiian Kes (luas 9m )

ngeluaran  kegiatan pengelolaan - Klos Kelas | bulan 1.500

s - Kics Kelas 1l bulan 1.060
pasar yang diusulkan UPTD Pasar o Kahersihan Kigs (ides gmg)

kepada Bagian Penyusunan Pro- - Kios Kelas | bulan 1.000

gram Pembangunan dalam Rapat - Kigs Ketas 11 bulan 750

Koordinasi Daerah (RAKORDA), + - Kias Kefas. i) bulan 500

antara lain meliputi proyek pen- Perijinan

dataan pasar, proyek pemasangan 2 Kios

tambatan hewan di pasar hewan, - Kios Ketas | tahun 30.000

dan ‘semua kegiatan pengekoiaan - Kios Kelas Il tahun 20.000

il atin « Kios Helas 11 tahun 10.000

e yang-sifataye-tidale. i B, Pedagang Talam 168

“Pembiayaan pengeluamn nonrutin - Pasor Helas | tahun 5000

ini.diperoleh dari Anggaran: Penda- - Pagar Kelas 1 tahun 2.560

- Pasar Kelas I tahun 1.060

Ketarangan : Pasar Kaias. i mem;ﬁakaﬂ pasar yang letakaya paling strategis
dibandingkan dengan pasar kelas {l dan kelas 131
. Peraturan Deerah Mo, § Tahun 1993 dan Peraturan Daarsh No. 10 Tahun

Sumbar
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. GA%MR 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISAS] PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DINAS
PENDAPATAN DAERAH
TINGKAT 1)
|
i
SUB BAGIAN
TATA USAHA
URUSAN URUSAN URUSAN b URUSAN &viboi
UMM KEPEGAWAIAN PERALATAN & KEUANGAN... | .
PERBEKALAN '
* SUB SEKSI SEKS! SUB SEKSI SEKSI SEKSI L
“| PENDAFTARAN |— | PENETAPAM | PEMBUKUAN & [— PENAGIHAN  [—7 | PERENCANAAN & PENGEN
1 & PENDATAAY : PELAPORAN DALIAN OPERASIONAL™ | "1
5U8 SEKSI 5B SEKS! SUR SEXSI $UB SEKSI SUB SEKS
PENDAFTARAN 1— |PERHITUNGAN +— § ..i PEMBUKUAN 1— PENYULUHAN |1 | PERENC. PEMBINAAN © il
PENERIMAAN TEKNIK PERUNGUTAN: . |
SUB SEKSI - | - SLiB SEXSI SUB SEKSI SUB SEKS! S8 SEKS!
° PENDATAAN [ ANGSURAN PEMBUKUAN [ KEBERATAN . —7 | ANALISIS, EVALUASI [
; FERSEDIAAN ! MONITORING 1
SU8 SEKSI SUB SEKSI 5U8 SEXSI SUB SEKSI SUB SEKSH i
TATA USAHA 1 | TATA USAHA | PELAPORAN |- TATA USAHA B~ PENGALIAN DAN - 7
PEND, &PENDT PENETAPAN PENAGIHAN PENINGKATAN -
o
1 pEnvuLUHAR UPTD
URUSAN TU
| I |
SUB SEKS! SUB SEKSI 3 SUB SEXS
PUNGUTAN KaneTIa KEBERSIHAN

Namun, setelzh usulan tersebut dimasukkan dalam DIP (Daftar

Istam-Proyek),mska proyek- pembang Ui i Pasar el g
gungjawab dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan
UPTD Pasar sama sekali tidak dapat turut campur dalam proyek
tersebut. -
Pengelolaan dan pengawasan pasar serta pemungutan retri-
busi pasar dipimpin oleh satu orang Mantri Pasar yang ditempat-
kan di setiap pasar induk. Dalam pelaksanaan tugas Mantri Pasar
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dib_a_hiu oleh petugas petugas pasar yang ditempatkan di pasar-

- petugas pasar di dap pasar induk dapat dilihat dalam tabel 8.

?ééar Kéﬁmpaten dalam Pandangan
_Pedagang dan Pembeli

s Untuk: memberikan “gambaran yang lebih rinci dan bersifat
mikro, maka dilakukan wawancara terhadap 36 pedagang dan 36

E -pengun]ung/konsmnen pasar di enam pasar (dari 30 pasar umum

yang ada di Kabupaten Sleman), yaitu: Pasar Sleman, Pasar Turi,

©-Pasar. Pakem Pasar Condongcatur; Pasar Sambxlegz dan. Pasar
Godean. Baik lokasi pasar, pedagang, mau- :

TOPIK

pun Pembeh dipllih secara acak. Gambaran  TABEL 3 Jumich Mantd dan Pelugas Pasar Kabupaten Dati 1l Sieﬁia"ﬁ

urnum tentzng kondisi pasar, meliput segi

status tanah yang digunakan, luas lahan dan No., Pasar Induk Banyaknya Pelugas  dunizh
banguqan'pasar, jenis"komponen/fasili- 1. Pasar Slen}én 15 + 1 Mantr Pasar ":15 +
tas pasar yang tersedia, baik fasilitas utama, 2 Pasar Godean 18 + 1 Mantri Pasar 19
penunjang maupun pendukung, konsiruksi & Pasar Tempel 1+ 1 MaER 2
tem ot iy 4. Pasar Pakem 10 + 1 Mantd Pasar 11
g erta sanitasi lingkungan yang ada ey
ban & 5 ganyang 5 Pasar Kejambon 11+ 1 Mantd Pasar e
pada masing-masing pasar sampel penclii- & pacar igino 1t + 1 Mantd Pasar B I
an dapat dilihat pada tabel 9. : 7. Pasar Kalasan 9 4 1Mt Pasar S
Dari jumlah sampel pedagang sebanyak. 8 Pasar Prambanan 4+ 1 Mantd Pasar 15
36 orang, diperoleh data 27,78% menguasai & | PasarTegdsart 5 + 1 Mantd Pasar o D
By 10.  Pasar Condongcatur 3 + 1 Mantri Pasar -4
dasaran (tempat untuk berdagang) dengan 4
luas kurang dari 3 m? 30,56% menguasai Jumlzh 7

dasaran ‘antara 3 sampai dengan 5 m?
22,22% rnenguasal dasaran antara 6 sampal
dengan 9 m? dan 19,44% menguasal dasar-
an lebih-dari 10 m2.

' Pedagang ‘yang memiliki lokasi bexdagang Iebih dari sanu,
dan berpindah lokasi berdagang dari satu hari ke hai lainnya
disebutrsebagai "pedagang tidak tetap”. Pada umumnya mereka
adalah pedagang di pasar tradisional yang ramai pada hari
pasaran'saja. Sebagai contoh, seluruh sampel pedagang di Pasar
Turi merupakan pedagang tidak tetap, yang berpindah ke pasar
Pakem“atau pasar Tempel pada waktu kedua pasar tersebut se-
dang pasaran, atau tidak berjualan di Pasar Tur pada har-har
selain hari pasaran di pasar Turi, yaitu hari Legi. Sebaliknya pada
kasus pasar harian (ramai setiap hari) misalnya pasar Condong
Catur dan ‘pasar Sambilegt, proporsi pedagang tetap lebih banyak
daripada pedagang tdak tetap.

Para pedagang memilih lokasi pasar (tempat mereka beyda-
gang pada saat wawancara dilakukan) sebagai tempat berdagang

" Sumber ; Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

barcls, q.-! GO rgra nlq&_‘m EBREE T aTA ) rnnv £ }'v;ev-rnrvatqn r?oﬂg-’zﬂ s,
¥

pasaman, {2) dekat dengan rumahnya, dan (%} pasamya lebih
ramai dibandingkan dengan pasar-pasar yang lain. Hasil peneliti-
an di lapangan menunjukkan bahwa 27,78% menyatakan bahwa
hari pasaman suatu pasar merupakan alasan pemilihan pasar;
55,56% menvyatakan bahwa mereka memilih pasar yang dekat
dengan rumah; dan 13,9% menyatakan bahwa mereka memilih
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TABEL @ Data Umum Pasar

Godean

Ho. Ketsrangan Slernan Turi Pakam Sambilagi Condang
Catur
1. Lokasi (desa) Triharjo Donckerto Pakembinangun  Sidoagung Maguwohasjo Condong Catur
2. Status Tanah Pemda Pemda Pemda Pemda Perada Pemnda -+
3 Lus ()
- Lehan 4920 4226 4620 3000 2106 1600
- Bangunan 2815 THIG 1987 - 5436 1661 836
4, Fasilitas Pasar . :
- Utama 1,234 B I R 123 1,234 123 23
- Peaunjang 45 1,256 358 1,2,4586 258 258
- Pendukung 1,34 1 ‘asn BB 1 13 1
5. Konstruksi Bangunan Permanen ‘Permanen Permanen Permanen Parmanean Permanes -
6. Kualitas Bangunan Baik Baik Cukup Baik - Batk . Baik
7. Sanitasi Lingkungan Baik Baik Kurang Baix Kurang -
8 éli%li_l'a%\ Pedagang _ i
.~ Tetap 364 176 . 464 864 263 248
- Tidak Tetap 1060 289 100 200 50 - S50
9, Hari Pasaran Pehing Kiiwan, " Legi, Pon Por, Harian - Harian
j _ Pahing Klivson
16.. Fitgtuasi Kegiatan 1:2 i-18 1:2 1:15 - -

Catatan: 4
Keterangan Fasilitas Pasar:
1. Fasilitas Utama
1= Kios
2 = Dasaran datam los
3 = Dasaran fuar los
4 = Dasaran luar pasar

" 5 = Gudang

2. Fasilitas Penunjang
1 = Bangunan Parkir

2 = Pelataran Parkis
3= Bongkar Muat
4 = Jalan Khusus

5 = KMAYC

6 = Sampalysanitasi

. 3. Fasilitas Pendukung
. 1= Kantor Pengelalz

2 = Koperasi Pasar -
3 = Tempat Ibadak -

© 4 =Tempat Penitipan Anak

Fiukiuasz keg;a:an menyatakan perkiraan perbandingan keramaian pasar pada hani duuar han pasaran dan pada hari pasaran

Sumber ; Peta Perpasaran, 1994

pasar yang ramai. Dengan demikian, faktor jarak pasar dengan
rumah pedagang merupakan alasan pemlhhan lokasi pasar bagi
sebagian besar pedagang.

Omzet penjualan haran pars peciagang sangat bervanas:
Pada hari pasaran, omzet penjualan meningkat antarz 1 sampai
2 kali lipat - dibandingkan dengan omzel penjualan pada:- han—
hari bukan pasaran. s

Perbedaan omzet dan keunrungan penjualan harian antara
pedagang yang berjualan di kios, semi kios dan lesehan cukup
signifikan. Dalam  tabel 10 terlihat bahwa omzet dan keuntung-
an penjualan haran pedagang yang berjualan di kios lebih
besar daripada pedagang yang berjualan semi kios, dan selanjut-
nya omzel dan keuntungan penjualan harian pedagang yang ber-
jualan semi kios lebih besar daripada pedagang yang berjualan
lesehan. Dengan demikian, semakin baik fasilitas berdagang (luas

lan.bansana o Siaileyen Yo nt I

Ea e e S T AT T A A AT T U TN RN d T O 200 GdlT prlTir
tungan penjualan. Sementara jtu, besarnya perbedaan margin
penjualan tdalk signifikan {erhadap tempat berdagang.

Gambaran Umuin Sampel Konmmen
Komposisi konsumen atau sampel pembeli terdiri dari: 44
persen adalah ibu rumah tangga, 17 persen adalah karyawan
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. atau pegawal statuinstansi,;- 19,4 persen adalah pedagang dan
.seleb;hﬂya ‘adalah pembanta rumah tangga. Rata-rata konsumen
© berbelanja. 3,19 kali dalam satu minggu."58,3 % dari sampel kon-
‘sumef "?nenyatakan tidak selalu berbelanja di pasar: yang sama.
. Dari“semua’ sampel konsumen yang diwawancaai; 72 % me-
nyatakan mereka berbelanja di sampel pasar: dengan alasan }amk
© rumali'.mereka’ yang :dekat ' dengan rumah Al
'_mereka Nam‘vm pada harl lain mereka ‘akan  “apgi 40, Rata‘rala Ormzet, Margin dan Keuntungan Penjuzian Haria .
. A di “pasar ‘yangilain unmk menda— : Menarutﬁ.mpat Bardagang
: patk 'barang-bamng yang tidak di;ual di~

. -sampel pasar. Survai lapangan menunjukkan, 'fT.emp"-‘it-gﬁ-rd-ag‘?'fg > ?gm)t P?ﬁi’,ra'n Ke'**“é‘.lf‘ga?‘ :
 bahwa 77,7 % konsumen menyatakan mem- - Lk . j { p'_}-
sa-fiyaman ‘berbelanja di-sampel ‘pasar. ‘Se- Kiss - SELCU25450800 14,85 % 31.820,00
mentam konsumen: yang - merasa ‘tidak - nyqﬁi Serni Kios -+~ .-, B1.071,43 9,68 % 582143
Lesshan . . :22.500,00 132 % 271958

man: berbelanja - di sampel  pasar, memberi
alasan kurang memadainya fasilitas berbelan- gy raa sampel 8227930 1236 % 1171851
jacKetidaknyamanan terutama menyangkuat :
keadaan bangunan fisik dan kebersihan pa- Gatatan : Margir penjualan dinitung dengan formuta :
sar, yang menyebabkan ' sebenarnya mereka e L Keuntungan
lebih'senang berbelanja di tempat fain. :

— %100 %
Omzet Penjualan

.- Sumber.; Data Primer .

P : ensi dan Reahsasa

Pesielitian di lapangan mengindikasikan’ bahwa Peraturan'Da-

erdh No: 10" Tahun 1993 belum dapat dijatankan sepenuhnya. Bila

potensi penérmaan retribusi'sant bulan (berdasarkan jumlah huas

dasaran)-dibandingkan dengan realisasi “penerimaan ‘pada Bulan

September 1994, akan terlihat (meskipun masih sangat kasar) ke-

berhasilan pelaksanaan Perda No. 10/93 di setiap sampel pasar.

Tabel 11 menunjukkan bahwa pasar Sleman mempuny’u persen-

tase’ “perbandingan ‘re-

alisast 'dan ‘porensi yang * TABEL 11 Perkiraan Potensi dan Realisasi Penerimasn Retribusi Pasar Pada Bulen September 1994
tertinggi (62,83 %) dan” ~ ~— ; :

g o o Luss . - Patansi- Rezlisasi Realisasi
pasar Sambﬂegl % | Pasar ) drﬁaran . '_perbulén.: Sept. 1994 T —
pun}’al persen{ase Yang " - : (mz)' ’ (RP) (RD) Potansi
terendah (34,15 %). ' .

S Ada"'beberapa faktor ~ Slman . 2815 - © - 5.0B7.000 3.183.450 62,83 %

 Godean _ 4335 11.655.000 5.312.300 4558 %
yang menyebabkan be-- o L 8% 2,688,000 1.265.200 47.07 %
lum’terlaksananya Per- * pyen 1887 3.974.000 1.880.800 47,33 %
aturan Daerah "Nomor © Tyd 140 1.320.000 737 650 55,88 %
10 Tahun 1993 'secara  Sambilegi 1661 4883600 1.761.850 34,15 %

penuh: Periama, besar-
nya peningkatan tarif re-
tribusi -tdak diikud oleh

Sumber ; Data Primer

Penilighalan Iasiilas perdagdngan dan ungkai keramalan pasar.
Sebagai ‘contoh, sebelum adanya Perda tersebut, seorang peda-
gang hatian di pasar Kelas | yang menempati dasaran seluas'4 m?
di-dalam los dikenakan  rewibusi Rp. 7.500,- per bulan. Setelah
Perda diberlakukan, yang menetapkan pembayamn retsibusi hari-
an-sebesar Rp. 100 per m? luas dasaran, maka pedagang tersebut

harus membayar Rp. 12.000/bulan (meningkat 60 %). Fakta la-
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Fakta ini

menunjukkan

bahwa otonomi
daerab dengan
memacu

Pemerintah

Daerab untuk
meningkatkan
PAD, agar
pemembiayaan
anggaran -
rumahbtangganya
 tidak terlalu
‘tergantung pada
sumbangan dan
bantuan

Pemerintah

Pusat dan

Daemb Tingkat 1,

- belum rerlibat
prospeknya

pangan menunjukkan, bahwa pedagang menolak membayar pe-
nuh karena tidak mendapatkan peningkatan fasilitas berdagang
dan;jumiah pembeli tidak bertambah. Omzet dan keuntungan
penjualan tidak it meningkat setelah ada Perda No. 10/93:8e-
lain itu biaya juran kebersihan dan keamanan di pasar-(iaran
sapon) . ditanggung para pedagang sebesar Rp. 50 - Rp: 100/
pedagang dan dipungut setiap har. Tuman sapon dikelola: oieh
paguyuban yang menangani kebersihan dan keamanan, :
Kedua, target penerimaan retribusi under estimated, Seuap
tahun Dipenda menetapkan target penerimaan retribusi yang:ha-
rus dipungut oleh maniri pasar beseria para juru pungut selama
sam tahun. Makin tinggi penetapan target Dipenda, akan-mem-
berikan beban mental vang makin besar untuk merealisasikan-
nya. Target selalu ditetapkan di bawah kemampuan nyata. Pene-
litian lapangan mengindikasikan, bahwa penetapan target masih
lebih rendah daripada potensi pasar menurut jumlah huas dasaran
tempat berdagang, sehingga sebenamya penerimaan retribusi
pasar masih potensial untuk ditingkatkan. pest
Rata-mta tarf retibusi yang dibayar para pedagang secara ke-

seluruhan adalah Rp. 305,41/hari dengan luas dasaran rmaa-rata 6,53

m?, atau rata-rata Rp 46,8/m? (bandingkan dengan tarif rata-rata Rp
100/m?). Hasil survai juga menunjukkan, bahwa 64 % pedagang
menyatakan tidak keberatan untuk membayar retribusi secara * pe-
nuh asalkan pembayaran retribusi seragam (sama) bagi setiap
pedagang, fasilitas tempat berdagang lebih baik (bersih :dan
dasaran lebih luas), dan yang terpenting pasar menjadi lebih ramaj
(banyak pengunjung) sehingga omzet penjualan meningkat. & ..

Keszmpulan

Pola perkembangan kcuang‘m daerah di. Daemh ngka[ iI
Sleman, menunjukkan pola yang kurang-lebih seragam dengan
pola keuangan daerah tingkat II lainnya di Indonesia. Ditinjau .dari
aspek penerimaan, laju pertumbuhan realisasi total penerimaan
APBD Daerzh Tingkat II bukan disebabkan oleh laju pernambuhan
PAD, namun oleh laju permambuhan penerimaan dard Sumbangan
dan Bantuan. Hal ini mengakibatkan penurunan peran PAD dan
peningkatan peran Sumbangan dan Banman terhadap penerimaan
APBD daerah tingkat II. Fakm ini menunjukkan bahwa otonomi
daerah dengan memacu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
PAD, agar pemembiayaan anggaran rumahtangganya tidak terlahu
tergantung pada sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat dan
Daerah Tingkat 1, betum terlihat prospeknya.

Ditinjau dari aspek pengeluaran daemah, pmkembangan

struiciur pengeluaran keseluruhan Pemda Tingkat { di Indonesia,
baik di propinsi DI Yogyakarta maupun di Kabupaten Sleman
menunjukkan transformasi stuktural yang seragam, yaiu peran
pengeluaran rutin semakin menyusut dard whun ke tahun, dan
peran pengeluaran pembangunan semakin meningkat.

Pangsa penerimaan retribusi daerah sebesar 9,4 persen pada
tahun anggaman 1988/1989 dan wrun menjadi 7,1 persen 1991/
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_ '-1992 dan selumh penenmaan Pemda Rabupaien Sleman. Se-~
: "bagxan besar: petierimaan” retribusi daerah berasal dari reiribuisi
~‘rumah sakit: dan pasar. Persentase penerimaan retribusi rumah
- sakit ! dari seluruh pﬂnenmaan rembu& daerah menurun dari
28,92 persen {1988/ 1989)‘ 1 ersen’ (1991/ 199?). Se:

dangkan persentase penenmaan rembusx ‘pasar 'mcmngkat dan'

26,21 persen (1988/1989) menjadi 36,02 persen pada tahun ang-

. garan 1991/1992. Pemungutan retribusi pasar difakukan *ber-

" dasarkan Perda No. 10/1993. Penelitian di- hpangan mengmdl-

o kasxkan ‘bahwa realisas penerimaan retnbu51 ‘pasar: bam HICNCA -
= pax sekitar 48,8 persen dari potensinya. g -2

_ Kesechaan para pedagang untik membayar 1etrzbuS1 terutama
-d1pengaruh1 ‘oleh tingkat keramaian pasar.'Bila pasar ramai ‘dan
banyak pembeli, maka omzet dan keuntungan penjualan harian
akan menjadi lebih besar, dan "kesadaran” pedagang uniuk mes-
bayar retribusi secara penuh juga akan‘meningkat.: e

Sedangkan minat pembeli untuk berbelanja di pasar tertentu
dipengaruhi oleh jarak tempat tinggal mereka ke pasar, keleng-

kapan'jenis ‘barang dagangan di pasar, serta kenyamanan berbe- -

lanja: Dengan demikian ~upaya peningkatan kesediaan membayar

retribust pasar masih dapat ditingkatkan apabila diimbangi dengan At

penmgkatan fasilitas: baik bagi konsumen maupun pedagang.

Penerimaan-dad retribusi | pasar masih potensial:untuk’ diting-
katkan sMNamuen:ada hal-hal wyang.perlu mendapat: perhatian.
“Pertama,-apabila retribusi dimaksudkan sebagai sumber peneri-
maan bagispemerintah-daerah; strukiurtarf retribust perlu di-
evaluasi‘agar besamya -dapat-mencerminkan struktur biaya yang
sebenarnya.: Besamya “tarif yang telah ditetapkan cenderung
terkesan arbitrary, yaite belum mereﬂeksxi\m struktur bmya Jasn-
pengadaan fasilitas pasar.- :

Redua, bila retribusi-pasar dikenakan terhadap senap peda— '

gang ‘di pasar sebagai balasjasa kepada pemerintah yang telah
menyediakan fasilitas perdagangan, maka karena-ada kenaikan

tarif retribusi pasar, perlu diadakan. perbaikan dan penambahan:

fasititas‘di: pasar. Kebersihan dan keindahan pasar perlu diting-
katkan untuk ‘menarik pembeli dan memberi kenyamanan berbe-
lanja, sehingga pasar menjadi lebih ramai dan pendapatan peda-

gang:meningkat. Para pedagang pasti bersedia membayar retri- -

busi ‘pasar secara penuh. Fasilitas fisik (kios atau los) perlu di-
tambah untuk memberi kesempatan kepada para pedagang yang
terpaksa berjualan di luar los, agar tempat berjualan lebil rapi
dan teratur; serta memberi kesempatan kepada para- pedagang
yang terpaksa berjualan di pelataran di-luar pasar, karena “ti-
dak: mendapai tempat di dalam pasar. '

~= TOPIK

Retfga pemup e et e e g e i e
dakan menurut skala usaha. Tidaklah adil bila pedagang skala
usaha kecil dipungut retribusi sama besar dengan pedagang ber-
skala usaha iebih besar. Demi perfimbangan aspek pemertaan,
maka bilamana perlu pedagang yang skalanya sangat kecil, mi-
salnya pedagang dengan faba kurang dari Rp. 1.000 perhawi, da-
patdibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.@
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